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S SALINAN

~  WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 900/10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

'WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/10/Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Sibolga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan
keadaan saat ini apalagi dengan terbitnya beberapa
buletin teknis oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah
(KSAP) yang mempengaruhi ketentuan tersebut sehingga
perlu penyesuaiannva dengan melakukan perubahan,
khususnya muatan materi yang tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota tersebut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan - sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 900/10/Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang—Undang_ Nomor 28 Tahun 1999 tentang
_Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4286);

Undang—Unanng Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik

. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
' Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 téntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaraﬁ Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara ' Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah MNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); )

10. Peraturan...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16,

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

'H'ibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi' Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

'Pevr_amran Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan ,Penyisihan
Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

s PERATURAN 'WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 900/10/TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 'PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA.

Pasal I

Ketentuan huruf d angka 11) Lampiran I dalam Peraturan
Walikota Nomor 900/10/Tahun 2014 (Berita Daerah Kota
Sibolga Tahun 2014 Nomo 8.B) dlubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

11) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh entitas
akuntansi dengan pertimbangan teknis, ketentuan
hukum, peraturan atau kontrak.

Pasai II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap ‘orang  mengetahuinya, memeriﬁtahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,
dto.:

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

” 'MOCHAMAD SUGENG

| BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesugj dengaryaslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZUFRI./&

|

UTAGALUNG, SH
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